
 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 42 TAHUN 2016 

TENTANG 

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas 

administrasi penyelenggaraan pemerintahan serta 

perubahan nomenklatur kementerian, perlu dilakukan 

penyesuaian dan penyeragaman tata naskah dinas di 

lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 

  b.  bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 

Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sudah tidak 

sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan 

perundang-undangan; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri; 

SALINAN 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang 

Wilayah Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4925); 

  3.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu 

Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5035); 

  4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82); 

  5.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, 

dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  

  6.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 12); 

  7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 

tentang  Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri; 

  8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 

tentang  Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

  9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 

tentang  Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri; 

  10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); 

 

                               MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA 

NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  DALAM 

NEGERI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 

komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan 

oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri. 

2. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis 

yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, 

pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan 

naskah dinas serta media yang digunakan dalam 

komunikasi kedinasan. 

3. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang 

menggambarkan tata letak dan redaksional serta 

penggunaan lambang negara, logo, dan stempel dinas. 

4. Kementerian Dalam Negeri adalah Kementerian yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang 

pemerintahan dalam negeri. 

5. Sekretaris Jenderal adalah Pejabat yang memimpin 

Sekretariat Jenderal dengan tugas sebagai koordinator 

pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri.  
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6. Inspektur Jenderal adalah Pejabat yang memimpin 

Inspektorat Jenderal dengan tugas menyelenggarakan 

pengawasan intern di Kementerian Dalam Negeri dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah 

daerah yang  bertanggung jawab kepada Menteri. 

7. Direktur Jenderal adalah Pejabat yang memimpin 

Direktorat Jenderal dengan tugas menyelenggarakan 

unsur pelaksana pada Kementerian Dalam Negeri dan 

bertanggung jawab kepada Menteri. 

8. Kepala Badan adalah Pejabat yang memimpin badan 

sebagai unsur pendukung pada Kementerian Dalam 

Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri. 

9. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah 

Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi pada Institut 

Pemerintahan Dalam Negeri dan bertanggung jawab 

kepada Menteri. 

10. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri adalah unsur Pembantu 

Menteri yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Menteri. 

11. Satuan kerja adalah satuan organisasi di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Sekretaris 

Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala 

Badan, Rektor IPDN, Kepala Pusat Pengembangan SDM 

Regional, Kepala Balai Besar Pemerintahan Desa, Kepala 

Balai Pemerintahan Desa dan Direktur IPDN Daerah. 

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT 

adalah unsur pelaksana teknis operasional Direktorat 

Jenderal atau Badan untuk melaksanakan sebagian 

urusan Direktorat Jenderal atau Badan. 

13. Jabatan Eselon Ia dan Ib setara dengan jabatan Pimpinan 

Tinggi Madya adalah jabatan struktural yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 
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14. Jabatan Eselon II setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama adalah jabatan struktural  yang memimpin 

Sekretariat, Biro, Pusat, Inspektorat,  Direktorat, Dan 

Balai Besar, berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada  Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.  

15. Jabatan Eselon III setara dengan Jabatan Administrator 

adalah jabatan struktural yang memimpin Bagian, Sub 

Direktorat, Bidang, dan Balai berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama. 

16. Jabatan Eselon IV setara dengan Jabatan Pengawas 

adalah jabatan struktural yang memimpin subbagian, 

seksi, dan subbidang yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator 

17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

 

BAB II 

TUJUAN 

 

Pasal 2 

Tata Naskah Dinas dilingkungan Kementerian Dalam Negeri 

disusun dengan tujuan: 

a. sebagai panduan dalam penyelenggaraan tata naskah dinas 

di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan 

b. memperlancar tata komunikasi kedinasan dalam bentuk 

tulisan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun 

antar Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian. 
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BAB III 

RUANG LINGKUP 

 

Bagian Kesatu 

Jenis  

 

Pasal 3 

Tata Naskah Dinas dilingkungan Kementerian Dalam Negeri 

terdiri atas: 

a. Naskah Dinas Arahan; 

b. Naskah Dinas Korespondensi; 

c. Naskah Dinas Khusus; 

d. Naskah Dinas Lainnya; 

e. Laporan; 

f. Telaahan Staf; dan 

g. Naskah Dinas Elektronik. 

 

Bagian Kedua  

Naskah Dinas Arahan 

 

Pasal 4 

Naskah Dinas Arahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 

huruf a, terdiri atas: 

a. Naskah Dinas Pengaturan; 

b. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan); dan 

c. Naskah Dinas Penugasan. 

 

Pasal 5 

Naskah Dinas Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf a meliputi; 

a. Peraturan Menteri; 

b. Peraturan Bersama Menteri: 

c. Instruksi Menteri; dan 

d. Surat Edaran Menteri. 
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Pasal  6 

Naskah Dinas Penugasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf c meliputi; 

a. Surat Perintah; 

b. Surat Tugas; 

c. Surat Perjalanan Dinas; dan 

d. Lembar Disposisi. 

 

Bagian Ketiga 

Naskah Dinas Korespodensi 

 

Pasal 7 

Naskah Dinas Korespondensi sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 3 huruf b, terdiri atas: 

a. Naskah Dinas Korespondensi intern; 

b. Naskah Dinas Korespondensi ekstern; dan 

c. Surat Undangan. 

 

Pasal 8 

Naskah Dinas Korespondensi intern sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 7 huruf a, terdiri atas: 

a. Nota Dinas; 

b. Nota pengajuan Konsep Naskah dinas; dan  

c. Memorandum. 

 

Bagian Keempat 

Naskah Dinas Khusus 

 

Pasal 9 

Naskah Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 

huruf c, terdiri atas: 

a. Surat Perjanjian; 

b. Surat Kuasa; 

c. Berita Acara; 

d. Surat Keterangan;  

e. Surat Pengantar; dan 
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f. Pengumuman. 

Bagian Kelima 

Naskah Dinas Lainnya 

 

Pasal 10 

Naskah Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 

huruf d, terdiri atas: 

a. Notula; 

b. Daftar Hadir;  

c. Rekomendasi;  

d. Radiogram; 

e. Surat keterangan melaksanakan tugas; 

f. Kriptogram; 

g. Surat panggilan;  

h. STTPP; 

i. Sertifikat; dan 

j. Piagam penghargaan. 

 

Bagian Keenam 

Laporan 

 

Pasal 11 

Naskah Dinas Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 

huruf e, adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan 

yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang 

pelaksanaan tugas kedinasan. 

 

Bagian Ketujuh 

Telaahan Staf 

 

Pasal 12 

Naskah Dinas Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 3 huruf f, adalah naskah dinas dari bawahan kepada 

atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat, 

dan saran-saran secara sistematis. 



- 9 - 
 

 

 

Bagian Kedelapan 

Naskah Dinas Elektronik 

 

Pasal 13 

Naskah Dinas Dinas Elektronik  sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 3 huruf g, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri. 

 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 14 

Ketentuan mengenai: 

a. Jenis dan Format Naskah Dinas; 

b. Penyusunan dan Penyelenggaraan Naskah Dinas; dan 

c. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan Naskah Dinas 

Kementerian Dalam Negeri.  

Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari  Peraturan Menteri ini. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 15 

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini: 

a. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri; dan 

b. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
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Pasal 16 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Juni 2016 

 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

                                                                                       ttd 

         TJAHJO KUMOLO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 15 Juli 2016  

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

                ttd 

WIDODO EKATJAHJANA  

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1035. 

  Salinan sesuai dengan aslinya 
       KEPALA BIRO HUKUM, 

 
   ttd 

 
          W. SIGIT PUDJIANTO 
                NIP. 19590203 198903 1 001. 
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